LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) mengapresiasi langkah pemerintah
untuk menindaklanjuti berbagai kasus
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) be-
rat yang terjadi di masa lalu. Hal tersebut
diungkapkan Ketua LPSK Abdul Haris Se-
rmendawai seusal mengikuti rapat bersama
staf kepresidenan di Kantor Staf Presiden
(KSP), jakarta, kemarin.

Dalarn rapatitu hadir perwakilan Deputi
V KSP lidal Kasim beserta perwakilan Kom-
nas HAM dan Komnas Perempuan. Selain
mengenai langkah penyelesaian kasus, tu-
rut dibahas pula soal pemenuhan hak para
korban. “Ini menunjukkan keseriusan niat
pemerintah untuk mencarijalan keluar ter-
kait dengan pelanggaran HAM berat masa
lalu”, ujar Semendawai.

L.PSK sendiri melihat masalah pelangga-
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ran HAM berat masa lalu harus dituntaskan
dengan serius. Dua cara yang bisa ditempuh
ialah melalui jalur yudisial yakni pengadi-
lan HAM berat maupun nonyudisial seperti
melalui dibentuknya komisi kebenaran dan
rekonsiliasi.

LPSK melihat ada kesulitan penyelesa-
ian jika hanya terpaku pada cara yudisial.
Pasalnya, jika menggunakan persidangan
pidana, harus ada pelaku yang diadili,
sedangkan pelaku sudah banyak yang me-
ninggal. “Sementara ada kebutuhan kor-
ban yang harus dipenuhi, maka harus ada
mekanisme yang diambil, termasuk jika
harus melalui cara nonyudisial”, tambah
Semendawai.

LPSK sebenarnya sudah menjalankan
upaya reparasi kepada korban, yakni reha-
hilitasi medis dan psikologis yang diberikan

f1 soal HAM

sesuai amanat UU Perlindung-an Saksi dan
Korban.

-Meski begitu, tidak jarang upaya pe-
menuhan hak korban tersebut mengalami
kendala, termasuk adanya hadang-an dari
kelompok rertentu.

“Bentuk hadangan tersebut termasuk di
antaranya ancaman fisik dan itu akan terus
terjadi jika tidak ada penyelesaian masa-
lah ini,” ungkap Wakil Ketua LPSK Edwin
Partogi Pasaribu.

Sementara itu, hak korban pelanggaran
HAM berai yang sampai saat ini belum bisa
terpenuhi ialah hak untuk mendapatkan
kompensasi. Hal itu karena syarat pem-
berian koripensasi ialah adanya putusan
pengadilan. sedangkan pengadilan HAM
ridak kunjiing terbentuk hingga saat ini.
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